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GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  

NOMOR 110 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA KELOLA SURAT SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH PROVINSI 

SULAWESI SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kearsipan di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang beronentasi pada 

peningkatan kuaiitas dan kinerja organisasi yang berkualitas, 

professional, diperlukan tata kelola surat secara elektronik; 

b. bahwa untuk mencapai peningkatan kuaiitas dan kinerja 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibutuhkan penerapan Tata 

Kelola Surat Secara Elektronik berbasis Aplikasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur 

Sulawesi Selatan tentang Tata Kelola Surat Secara Elektronik Pada 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3674); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 lentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lrmharan Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata 

Kearsipan Di Lingkungan Kemcnterian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Provinsi (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252); 

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA SURAT SECARA 

ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adaiah Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adaiah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adaiah Gubernur Sulawesi Selatan atau Kepala Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan yang karena jabarannya juga berkedudukan sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat. 

4. Pemerintah Provinsi adaiah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

5. Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaiah 

lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
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pemerintahan daerah. 

6. Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang 

bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan 

mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah di Lingkungan 

Provinsi Sulawesi Seiatan. 

7. Asisten adaiah Pejabat yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan 

sebagian fungsi Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas masing- 

masing 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, 

adalah rencana tahunan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 

perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / 

Pengguna Barang. 

10. Unit Kerja adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi yang melaksanakan 

satu atau beberapa program sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

11. Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis tertentu 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang. 

12. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh 

suatu pihak kepada pihak lain. 

13. Tata Kelola Surat adalah pengelolaan persuratan yang dilakukan melalui 

mekanisme secara teratur. 

14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang 

berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, 

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan 

Informasi melalui Elektronik. 

15. Sistem informasi adalah kombinar.i dari teknologi informasi dan aktivitas 

orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan 

manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering 

digunakan merujuk kepada intcraJksi antara orang, proses algoritmik, data, 

dan teknologi. 

16. Aplikasi Surat. adalah suatu sistem/program yang dirancang untuk 

memudahkan pengguna dalam mengeloia persuratan pada instansi. 

17. Tata Usaha adalah kegiatan untuk mengadakan pencatatan dan penyusunan 



keterangan-keterangan vang dipergunakan secara langsung sebagai bahan 

informasi. 

18. Frontline adalah halaman website yang akan memunculkan semua informasi 

mengenai persuratan dimana stakeholder dapat mengakses dan melihat 

status surat mereka dengan memasukkan nomor surat dan sensor barkode. 

19. Pengurusan Surat adalah penanganan surat meliputi penerimaan surat, 

pengklasifikasian, pencatatan, pendistribusian, dan penyimpanan. 

20. Pendistribusian Surat adalah kegiatan mengirimkan dan menyampaikan surat 

kepada pihak yang dituju. 

21. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 

pendidikan, perusahaan, organisasi poiitik, orgarusasi kemasyarakatan, dan 

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

22. Unit pengelolah Persuratan Sekretariat Daerah adalah Bagian Tata Usaha 

pada Biro Umum dan Perlengkapan. 

23. Unit Persuratan SKPD/Unit Kcrja adalah salah satu bagian pada SKPD/Unit 

kerja yang menangani persuratan yang bertugas melaksanakan pengendalian 

surat. 

24. Kearsipan adalah suatu proses mulai dari pcnciptaan, penerimaan, 

pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan, serta 

penyimpanan berkas menurut sistem tertentu. 

25. Disposisi adalah catatan singkat yang berisi pendapat/instruksi dari seorang 

atasan/pejabat kepada bawahan/anggotanya yang biasanya ditulis (tangan) 

langsung di dokurnen yang bersangkutan 

26. E-Disposisi adalah aplikasi pengelolaan surat menyurat secara 

digital/elektronik berbasis aplikasi dan terintegrasi dengan sistem online yang 

berguna untuk mempercepat penyampaian informasi surai dan disposisi 

kepada pihak yang dituju. 

27. Kode Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah 

yang termuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan 

penataan dan penemuan kembali arsip. 

28. Surat Masuk adalah surat-surat yang diterima dari stakeholder dan ditujukan 

kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Dacrah, Asisten, Staf Ahli dan 

Kepala Unit Pengolah. 
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29. Surat Keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan/dibuat dan telah 

ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten 

Setda dan Kepala-kepala Unit Pengolah untuk dikirimkan kepada pihak lain, 

haik perseorangan maupun lembaga. 

30. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi 

kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan 

kepada atasan guna menyampaikan laporan/pemberitahuan/informasi. 

31. S u r a t  Patron adalah surat yang secara teknis fungsional menjadi 

kewenangan Unit Pengolah di lingkungan Pcmerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

32. Surat Non Patron adalah surat yang menjadi kewenangan Gubernur, 

Sekretaris Daerah dan Unit Pengolah. 

33. Surat Penting adalah surat yang isinya mengikat, memerlukan tindak Ianjut, 

memuat informasi penting, dan mengandung konsepsi kebijaksanaan. 

34. Surat Rahasia adalah surat yang isi informasinya hanya boleh diketahui pihak 

lerientu, apabila terjadi menimbulkan kerusakan aiau kerugian, mengurangi 

kredibilitas pemerintah, menyulitkan terlaksananya strategi pcmerintah pada 

umumnya. 

35. Surat Biasa adalah surat yang isinya tidak mengikat, tidak memerlukan 

tindak lanjut, segera, tidak memuat informasi penting, dan tidak mengandung 

konsepsi kebijaksanaan yang berpengaruh besar. 

BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam Tata Kelola 

Surat Secara Elektronik Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang 

Berbasis Elektronik (Aplikasi sesuai ketentuan umum) di lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai dasar hukum yang mengikat dalam 

pelaksanaan Tata Kelola Surat Secara Elektornik Pada Pemerintah Provinsi. 

 

 



BAB III 

PELAKSANAAN 

Pasal 4 

(1) Pengurusan, Pendistribusian Surat dan Penataan Berkas dilakukan dengan 

berbasis Elektronik (Aplikasi). 

(2) Penataan berkas dilaksanakan oleh unit pengolah persuratan Sekretariat 

Daerah berdasarkan kode klasifikasi sebagaimana diatur dalan Peraturan 

Gubernur tentang Kode Klasilikasi Surat Pemerintah Daerah. 

 

BAB IV 

PENGURUSAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT  

Pasal 5 

(1) Pengurusan dan Pendistribusian Surat berbasis Elektronik (Aplikasi), meliputi: 

a. Surat Masuk, dan 

b. Surat Keluar. 

(2) Pengurusan dan Pendistribusian Surat Masuk Dan Surat Keluar meliputi: 

(1) Surat Patron: dan 

(2) Surat Non Patron. 

(3) Surat Patron dan Surat Non Patron meliputi: 

a. Surat Pcnting; 

b. Surat Biasa; dan 

c. Surat Rahasia. 

Pasal 6 

(1) Pengurusan dan Pendistribusian Surat Patron dilaksanakan oleh unit persuratan 

dan unit pengolah. 

(2) Pengurusan dan Pendistribusian Surat Non Patron dilaksanakan oleh unit 

persuratan Sekretariat Daerah dan unit pengolah persuratan Sekretariat Daerah. 

Pasal 7 

Pendistribusian Surat dapat dilakukan secara manual maupun secara elektronik 

Aplikasi); 

Pasal 8 

Prosedur dan manual Pengurusan Surat dan Pendistribusian Surat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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BAB V  

PENATAAN BERKAS  

Pasal 9 

(1) Penataan Berkas berbasis elektronik (aplikasi) dibedakan antara Bcrkas 

Korespodensi dan Berkas Nori Korespodensi. 

(2) Penataan Berkas Korespondensi dibuatkan daftar isi berkas dan daftar berkas. 

(3) Penataan Berkas dilaksanakan oleh unit pengolah pada eselon terendah setelah 

ada disposisi simpan dari pimpinan. 

(4) Dalam hal Pendistribusian Surat dilakukan secara elektronik (aplikasi), maka 

penataan berkas dilaksanakan oleh unit persuratan. 

 

Pasal 10 

(1) Penataan Berkas Korespodensi manual disimpan dengan menggunakan 

filingcabinet berdasarkan kode klasilikasi dan Indek Berkas tanpa dibedakan 

antara berkas patron, non patron maupun nota dinas. 

(2) Penataan berkas korespondensi yang tercipta karena pelaksanaan tugas dan 

fungsi diberkaskan berdasarkan kegiatan sehingga membentuk satu kesatuan 

informasi yang utuh dan lengkap dari awaJ samoai akhir kegiatan. 

(3) Penataan Berkas Korespondensi yang tercipta bukan karena pelaksanaan tugas 

dan fungsi diberkaskan berdasarkan persamaan permasalahan. 

(4) Guna terbentuknya satu kesatuan informasi yang utuh sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dalam hal media/fisik arsip tidak mungkin disatukan 

penyimpanannya maka dapat disimpan dengan sarana penyimpanan yang 

sesuai dan dibuat kartu tunjuk silang. 

(5) Penataan berkas korenpondesi secara elektronik disimpan dengan menggunakan 

aplikasi ke dalam server dengan scaning 

Pasal 11 

Berkas Non Korespondensi disimpan dengan menggunakan sarana yang telah 

ditentukan berdasarkan abjad, nomor dan tanggai sesuai dengan jenis dan fungsi 

surat. 

Pasal 12 

Prosedur dan manual Penataan Berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 

 



BAB VI 

SARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 13 

(1) Pemenuhan kebutuhan saran Pengurusan Surat dan Penataan Berkas 

dilaksanakan oleh unit persuratan. 

(2) Pimpinan Unit persuratan Sekretariat Daerah menunjuk personil 

(pengadministrasi umum/petugas arsip) sebagai pelaksana kegiatan Pengurusan 

Surat dan Penataan Berkas di lingkungan masing-masing. 

BAB VII 

PEMBINAAN 

Pasal 14 

(1) Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan terwujudnya 

pengurusan surat dan penataan berkas yang berdaya guna dan berhasil 

menggunakan cara kerja manual dan elektronik di lingkungan Sekretariat 

Daerah. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Ditetapkan di Makassar  

pada tanggai 03 Mei 2017  

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 

TTD 

 

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H. 

Diundangkan di Makassar 

pada tanggai 03 Mei 2017 

SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI SULAWESI SELATAN, 

 

TTD 

 

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M. 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN :  PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

NOMOR :  110 TAHUN 2017 

TANGGAL : 2017 

TENTANG :  TATA KELOLA SURAT SECARA ELEKTRONIK PADA 

PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 

I. PENDAHULUAN 

A. LATA R BELAKANG 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

C. AZAS, FUNGSI, PRINSIP DAN SIKLUS TATA KELOLA SURAT SECARA 

ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

1. AZASUMUM 

2. FUNGSI 

3. PRINSIP 

4. SIKLUS 

II. PROSEDUR DAN MANUAL TATA KELOLA SURAT SECARA ELEKTRONIK 

Pengurusan surat di lingkungan Pemeri n tah Daerah dengan memanfaatkan 

Elektronik (aplikasi) meliputi Pengurusan Surat Masuk dan Pengurusan Surat 

Keluar. Prosedur dan Manual pelaksanaan pengurusan surat dimnksud sebagai 

benkut: 

I. PROSEDUR PENGURUSAN SURAT TERCETAK 

A. Pengurusan Surat Masuk 

1. Surat Patron 

Surat Patron dibedakan antara Surai Penting, Surat Biasa dan Surat 

Rahasia. Pengendalian surat dengan aplikasi Surat Masuk, sebagai 

berikut: 

a. Unit Pengolah: 

1) Menerima surat masuk; 

2) Mengelompokan antara surat penting, biasa. dan rahasia; 

3) Mengarahkan surat sesuai kepentingan ¡si surat dan lugas fungsi 

Unit Pengolah; 

4) Mengenrrikan dar^ surai dan mencetak lembar disposisi 1 lembar; 

5) Mencetak bareode identitas surat pada lembar surat; 

6) Menyampaikan surat sesuai arahan, kepada Unit pengolah; dan 

7) Menyampaikan surat kepada Unit Pengolah sesuai disposisi Unit 

Pengolah atau sesuai arahan surat dan memintakan paraf pada buku 
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ekspedisi sebagai bukti penerimaan. 

b. Unit Pengelolah (Masing-masing Bagian/Bidang/Seksi): 

1) Menerima surat dan Unit Kearsipan; 

2) Membubuhkan paraf penerimaan pada buku ekspedisi; 

3) Mencetak lembar disposisi I lembar untuk disampaikan bcnkut 

suratnya kepada Kepala Bagian / Bidang; 

4) Mencatatkan perpindahan dan tanggai penyelesaian tindak lanjut 

surai sesuai disposisi Kepala Bagian/Bidang melalui aplikasi; 

5) Mencatatkan personil penindak lanjut surat pada kolom catatan 

aplikasi; 

6) Menyampaikan surat ke Unit Pelaksana/personil pelaksana sesuai 

dengan disposisi Kepala Bagian/ Bidang/Seksi dan memintakan 

paraf bukii penerimaan pada buku ekspedisi; 

7) Membantu memantau penyelesaian tindak lanjut surat dengan cara 

menagih/menanyakan sesuai tanggai penyelesaian tindak lanjut 

surat yang tercantum dalam aplikasi; dan 

8) Petugas unit pengolah menyerahkan berkas surat yang telah selesai 

ditindaklanjuti ke tata usaha untuk diberkaskan berdasarkan kode 

klasifikasi dan indeks berkas. 

c. Pimpinan Unit Pengolah: 

1) Mendisposisi surat dan mencantumkan tanggai penyelesaian kepada 

Unit Pengolah; 

2) Melaksanakan disposisi dan menyelesaikan sesuai tanggai 

penyelesaian; 

3) Mendisposisikan ke Unit Pelaksana dan mencantumkan tanggai 

penyelesaian dan mencatatkan personil penindak lanjut surat pada 

lembar disposisi; 

4) Menyampaikan surat ke petugas untuk didistribusikan; dan 

5) Menagih penyelesaian surat sesuai dengan tanggai penyelesaian 

d. UnitPelaksana(KepalSubbagian/Subbidang/PersonilPelaksana): 

1) Melaksanakan disposisi pimpinan Unit Pengolah dan menyelesaikan 

sesuai tanggai penyelesaian; 

2) Menyerahkan surat yang telah selesai ditindaklanjuti ke 

Pcngadministrasi Umum (Petugas Kearsipan) Unit Pengolah. 



2. Surat Non Patron 

Pengurusan Surat Non Patron dilaksanakan oleh Unit Persuratan 

Sekretariat Daerah yaitu Sekrerariat Daerah, Asisten Setda, dan Birosebagai 

berikut: 

a. Unit Persuratan Setda (Biro Umum dan Perlengkapan): 

1) Menerima surat masuk yang dialamatkan kepada Gubernur, Wakil 

Gubernur. Sekretaris Daerah dan Asisten Setda; 

2) Mengelumpokan surai anlara Surai Penling, Surai Biasa, dan Surat 

Rahasia; 

3) Mengarahkan surat untuk menentukan Unit Pengolah yang sesuai 

yaitu Sekretaris Daerah, Asisten Setda, dan Biro; 

4) Mengentrikan data surat daiam aplikasi Surat Masuk; 

5) Mencetak barcode identitas surat pada lcmbar surat; dan 

6) Mcndistribusikansurat kc Unit Pengolah dengan menggunakan 

buku ekspedisi sebagai bukti penerimaan. 

b. PengadministrasiUmum (Petugas Persuratan) Unit Pengolah: 

1) Menerima dan membubuhkan paraf penerimaan surat pada buku 

ekspedisi dari Unit Persuratan Selda; 

2) Mencetak lembar disposisi; 

3) Menyampaikan surat berserta lcmbar disposisi ke pimpinan; 

4) Mencatat perpindahan surat dalam aplikasi; dan 

5) Menyampaikan surat yang sudah didisposisi ke Unit Persuratan 

Setda untuk dicatat dan disimpaikan ke pelaksana sesuai disposisi 

dan memintakan paraf pada buku ekspedisi sebagai bukti 

penerimaan. 

c. Pimpinan Unit Pengolah (Sekretaris Daerah/Asisten Setda): 

1) Memberikan instruksi/informasi dengan menggunakan lembar 

disposisi; 

2) Memberikan surat berserta lembar disposisi kepada petugas untuk 

didistibusikan oleh Unit Persuratan Setda; dan 

3) Menyerahkan berkas surat yang telah selesai ditindaklanjuti kepada 

Pengadministrasi Umum (PetugasPersuratan) untuk disimpan. 

Biro Selaku Unit Pengolah 

Biro sebagai Unit Pengolah bilamana Biro menerima surat dari Unit Persuratan 

Setda yang belum didisposisi oleh Unit Pengolah (Sekretariat Daerah/Asisten). 
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Tugas Biro selaku Unit Pengolah adalah menindaklanjuti surat sebagai berikut: 

a. Tata Usaha Unit Pengolah Biro: 

1) Menerima dan membubuhkan paraf penerimaan surat pada buku ekspedisi 

dari Unil Persiualari Selda; 

2) Mengarahkan surat menurut sifat surat kepada Kepala Biro atau Unit 

Pelaksana (masing-masing Bagian/Bidang) yang akan menindaklanjuti; 

3) Mengentri data surat dalam aplikasi surat masuk; 

4) Mencetak lcmbar disposisi 1 lembar; 

5) Mencetak barcode identitas pada lembar surat; 

6) Menyampaikan surat kepada Kepala Biro dan mendistribusikan surat ke 

Unit Pelaksana (masing-masing Bagian/Bidang) sesuai disposisi Kepala Biro 

atau arahan surai dan memintakan paraf bukti penerimaan pada buku 

ekspedisi; 

7) Mencatat perpindahan surat dan tanggai penyelesaian sesuai disposisi pada 

aplikasi; dan 

8) Membantu memantau penyelesaian naskah dinas dengan cara 

menagih/menanyakan sesuai tanggai penyelesaian yang tercantum dalam 

aplikasi. 

b. Pimpinan Unit Pengolah (Kepala Biro): 

1) Mendisposisikan surat dan mcncantumkan tanggai penyelesaian pada 

lembar disposisi; 

2) Memberikan surat ke petugas untuk didistribusikan keUnit Pelaksana 

(masing-masing bagian/bidang); 

3) Menyerahkan surat yang telah selesai ditindaklanjuti kepada Tata Usaha 

Biro untuk disimpan; dan 

4) Menagih penyelesaian surat sesuai tanggai penyelesaian yang tertuang dalam 

aplikasi. 

c. Tata Usaha Unit Pelaksana (masing-masing Bagian/Bidang}: 

1) Menerima dan membubuhkan paraf penerimaan surat dari Tata Usaha Unit 

Pengolah pada buku ekspedisi; 

2) Mencetak iembar disposisi 1 lembar; 

3) Menyampaikan surat kepada Kepala Bagian/Bidang; 

4) Mencatat perpindahan surat dan tanggai penyelesaian pada aplikasi; 

5) Mendistribusikan surat ke Sub-Unit Pelaksana (Subbagian/ 

Subbidang/Seksi) sesuai disposisi Kepala Rngian/Ridnng: 



6) Membantu memantau penyelesaian surat dengan cara menagih atau 

menanyakan sesuai tanggai penyelesaian yang tercantum dalam aplikasi; 

dan 

7) Menyerahkan berkas surat yang telah selesai ditindaklanjuti kepada petugas 

persuratan pada unit eselon terendah untuk disimpan. 

d. Pimpinan Unit Pelaksana (Kepala Bagian/Bidang): 

1) Melaksanakan disposisi Pimpinan Unit Pengolah (KepalaBiro); 

2) Mendisposisi surat dan mencantumkan tanggai penyelesaian pada lembar 

disposisi; 

3) Memberikan surat ke petugas untuk didistribusikan keSub-Unit Pelaksana 

(Subbagian/Subbidang/Scksi); dan 

4) Menagih penyelesaian surat sesuai tanggai penyelesaian yang tertuang dalam 

aplikasi. 

e. Tata Usaha Sub Unit Pelaksana: 

1) Menerima dan membubuhkan paraf penerimaan surat dari Tata Usaha Unit 

Pelaksana pada buku ekspedisi; 

2) Menyampaikan surat kepada pimpinan Sub UnitPelaksana (Kepala 

Subbagian/Subbidang/Scksi); 

3) Mendistribusikan surat pada staf yang didisposisi Pimpinan Sub Unit 

Pelaksana; 

4) Mencatatkan posisi akhir naskah dinas sesuai disposisiPimpinan Sub Unit 

Pelaksana pada kolom catatan aplikasi; 

5) Membantu memantau penyelesaian surat dengan cara menagih atau 

menanyakan sesuai tanggai penyelesaian yang tercantum dalam aplikasi; 

dan 

6) Menerima berkas surat yang telah selesai ditindaklanjuti untuk disimpan. 

f. Pimpinan Sub Unit Pelaksana (Kepala Subbagian/Subbidang): 

1) Menyelesaikan tindak lanjut surat sesuai disposisi Pimpinan Unit Pelaksana 

(Kepala Bagian/Bidang): dan 

2) Menyerahkan surat yang telah selesai ditindaklanjuti, kepada petugas 

persuratan untuk disimpan. 

Biro Selaku Unit Pelaksana 

Biro sebagai Unit Pelaksana bilamana Biro menerima surat yang sebelumnya telah 

mendapatkan disposisi oleh Unit Pengolah (Sekretaris Daerah/Asisten). Tugas 

masing-masing Biro selaku Unit Pelaksana adalah melaksanakan disposisi 
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pimpinan Unit Pengolah (Sekretaris Daerah/Asisten Setda) dan menyimpan surai 

yang telah selesai ditindaklanjuti. 

a. Tata Usaha Unit Pelaksana (Tata Usaha Biro): 

1) Menerima surat dari Unit Kearsipan Setda (Biro Umum danPerlengkapan); 

2) Mengentri data surat dalam aplikasi surat masuk dengan memanfaatkan 

fasilitas penambahan surat masuk istami; 

3) Mencetak lembar disposisi 1 lembar; 

4) Menyampaikan surat kepada Kepala Biro untuk surat vang memerlukan 

kebijakan pimpinan dan koordinasi tindak lanjut; 

5) Mencatat perpindahan surat dan tanggai penyelesaian pada aplikasi; 

6) Mendistribusikan surat sesuai disposisi Kepala Biro atau sesuai arahan 

naskah dinas dan memintakan paraf bukti penerimaan pada bu ku 

ekspedisi: dan 

7) Membantu memantau penyelesaian surat dengan cara menagih atau 

menanyakan sesuai tanggai penyelesaian yang tertuang dalam aplikasi. 

b. Pimpinan Unit Pelaksana (Kepala Biro): 

1) Mendisposisi surat dan mencantumkan tanggai penyelesaian pada lembar 

disposisi;  

2) Menyerahkan surat kepada petugas untuk mendistribusikan ke pelaksana 

atau yang telah selesai ditindaklanjuti untuk disimpan; dan 

3) Menagih penyelesaian surat sesuai tanggai penyelesaian yang tertuang dalam 

aplikasi. 

c. TataUsahaSubUnitPelaksana(Masing-masingBagian/Bidang): 

1) Menerima dan membubuhkan paraf penerimaan surat pada buku ekspedisi; 

2) Mencetak lembar disposisi 1 lembar; 

3) Menyampaikan surat kepada Kepala Bagian, Bidang; 

4) Mencatat perpindahan surat dan tanggai penyelesaian sesuai disposisi 

Kepala Bagian Bidang: 

5) Menyampaikan surat sesuai disposisi dan memintakan paraf bukti 

penerimaan pada buku ekspedisi; dan 

6) Membantu memantau penyelesaian surat dengan cara menagih atau 

menanyakan sesuai tanggai penyelesaian yang tertuang dalam aplikasi. 

d. Pimpinan Sub Unit Pelaksana (kepala Bagian/Bidang). 

1) Melaksanakan disposisi Kepala Biro; 



2) Menagih penyelesaian surat sesuai tanggai penyelesaian yang tertuang dalam 

aplikasi; dan 

3) Menyerahkan berkas surat yang telah selesai ditindaklanjuti kepada 

pengadministrasi Umum (Petugas persuratan) untuk disimpan berdasarkan 

kode klasifikasi dan indeks berkas. 

B. Pengurusan Surat Keluar 

1. Pengurus Surat Keluar Patron 

a. Unit pengolah Biro (Bagian/Bidang/Seksi): 

1) Membuat net konsep surat keluar dan alas naskah dinas serta 

memintakan tanda tangan pimpinan; 

2) Mengentri data surat keluar untuk mendapatkan nomor urut surat; 

dan 

3) Menyimpan dan memberkaskan surat keluar dan alas naskah 

dinas. 

b. Unit Persuratan Biro: 

1) Menerima surat keluar dan alas naskah dinas untuk dimintakan 

tanda tangan pimpinan; 

2) Mengembalikan berkas pertinggal surat kcLuai dan alas naskah 

dinas yang telah ditandatangani ke Unit Pelaksana; dan 

3) Mengirimkan surat keluar sesuai alamat yang dituju 

2. Pengurusan Surat Non Patron 

Net konsep surat keluar dibuat oleh unit pengolah sekaligus pengentrian 

data Surat Keluar melalui aplikasi Surat KcluarUaerah untuk 

mendapatkan nomor urut secara matic sebagai berikut: 

a. Tata Usaha Unit Pengolah; 

1) Menyiapkan net konsep surat keluar, alas naskah dinas, dan 

konsep nota dinas serta memintakan paraf pimpinan unit Pengolah 

untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan pimpinan; 

2) Mengentri data nota dinas dalam aplikasi sekaligus untuk 

mendapatkan nomor nota dinas secara matic; 

3) Menyampaikan net konsep surat keluar dan alas naskah dinas 

disertai nota dinas jika konsep surat dari biro atau surat jika 

konsep surat untuk dimintakan tanda tangan pejabat yang 

berwenang dan meminta paraf buku penerimaan pada buku 

ekspedisi; 
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4) Menyampaikan net konsep surat keluar dan alas naskah dinas 

disertai nota dinas untuk dimintakan tanda tangan pejabat 

yangbervvenang dan meminta paraf bukti penerimaan pada buku 

ekspedisi; 

5) Menyimpan berkas alas naskah dinas dan pertinggalsurat keluar di 

masing-masingBagian/Bidang/Seksi/Tata Usaha jikapenyimpanan 

dilaksanakan sentralistik; dan 

6) Mengirim surat keluar sesuai alamat. 

b. Unit Persuratan (Biro Umum dan Perlengkapan): 

1) Menerima net konsep surat keluar, alas naskah dinas, nota 

dinas/surat permohonan tanda tangan dan memberikan paraf 

pada buku ekspedisi dari Unit Pengolah; 

2) Mengarahkan surat untuk menentukan Unit Pengolah yaitu 

Asisten Setda yang membidangi sesuai kepentingan naskah dinas; 

3) Mcngcntrikan data surat melaiui fasilitas tambah surat masuk 

daerah yang ada pada aplikasi Surat Keluar; 

4) Mencetak bareode identitas pada nota dinas; 

5) Menyampaikan net konsep surat keluar, aias naskah dinas, nota 

dinas/surat permohonan tanda tangan dan memintakan paraf 

bukti penerimaan pada buku ekspedisi ke Unit Pengolah (AsisLen 

Setda); 

6) Mengembalikan surat keluar yang sudah ditandatangani pejabat 

yang berwenang, ke Unit Pengolah untuk dikirim sesuai alamat; 

uan 

7) Mengembalikan berkas alas naskah dinas, nota dinas/surat 

permohonan tanda tangan dan pcrtinggal naskah dinas keiuar ke 

Unit Pengolah untuk disimpan dan memintakan paraf bukti 

penerimaan pada buku ekspedisi. 

3. Pengurusan Nota Dinas 

Net konsep nota dinas keluar dibuat oleh masing-masing Unit Pelaksana. 

Fungsi nota dinas adalah sebagai sarana komunikasi tertulis yang bersifat 

internal. Nota dinas dikendalikan sebagaimana pengendalian surat sebagai 

berikut: 

a. Unit Pelaksana (Subbagian/Subbidang/Seksi): 



1) Membuat net. konsep nota dinas; 

2) Menyampaikan nota dinas ke Tata Usaha Unit Pengolah untuk 

dimintakan tanda tangan pimpinan: 

3) Mengcntri data nota dinas keluar pada aplikasi Surat Keluar 

sekaligus untuk mendapatkan nomor secara matic; 

4) Menyampaikan nota dinas keluar dan lampirannya ke Tata Usaha 

Unit Pengolah untuk dikirim sesuai alamat; dan 

5) Menyimpan dan memberkaskan nota dinas berdasarkan kode 

klasifikasi dan indek berkas. 

b. Taia Usaha Pengolah: 

1) Menerima nota dinas untuk dimintakan tanda tangan pimpinan: 

2) Mengembalikan berkas pcrtanggal nota dinas kc Unit Pelaksana; 

dan 

3) Mengirimkan nota dinas keluar sesuai alamat yang dituju. 

II. PROSEDUR PENGURUSAN SURAT ELEKTRONIK (APLIKASI) 

A. PENGURUSAN SURAT MASUK 

1. Surat Patron 

Pengendalian dan alur surat secara elektronik dengan aplikasi paperless 

office, sebagai berikut: 

a. Unit Persuratan: 

1) Menerima surat masuk; 

2) Mengelompokan antara Surat Penting, Surat Biasa, dan Surat 

Rahasia; 

3) Mengarahkan surat sesuai kepentingan ISI surai dan tugas fungsi 

Unit Pengolah; 

4) Mengentrikan data surat melalui aplikasi Manajemrn Persuratan; 

5) Mencetak bareode identitas surat pada lembar surat; 

6) Melakukan scanning surat sekaligus lampiran surat jika terdapat 

lampiran pada surat yang diterima; 

7) Dalam hal lampiran berupa buku/jilid yang tebal maka lampiran 

disampaikan secara fisik kepada pimpinan/unit penindak lanjut; 

8) Mengirimkan hasil scanning surat dan lampirannya (jika ada) sesuai 

arahan, kepada ke Unit pengolah melalui aplikasi; dan 

9) Memberkaskan surat tercetak menurut kode klasifikasi. 
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b. Pimpinan Unit Pengolah: 

1) Membaca dan mendisposisi surat serta mencantumkan tanggai 

penyelesaian kepada Unit Pengolah melalui aplikasi; 

2) Membaca surat dan disposisi Unit Pengolah melalui aplikasi dan 

menyelesaikan tindak lanjut sesuai tanggai penyelesaian; 

3) Mendisposisikan ke Unit Pelaksana dan mencantumkan tanggai 

penyelesaian dan mencatatkan personil penindak lanjut surat UPTD 

melalui aplikasi; dan 

4) Menagih penyelesaian surat sesuai dengan tanggai penyelesaian. 

c. Unit Pelaksana (Kepala Subbagian/Subbidang/Personil Pelaksana): 

1) Membaca surat dan disposisi melalui aplikasi serta melaksanakan 

disposisi pimpinan Unit Pengolah dan menyelesaikan sesuai langgal 

penyelesaian; 

2) Menyampaikan hasil dndak lanjut kepada pimpinan untuk 

mendapatkan pengesahan; dan 

3) Menyerahkan hasil tindak lanjut vang telah mendapatkan 

pengesahan kepada petugas Unit KearsipanBiro untuk diberkaskan. 

2. Surat Non Patron 

Pengurusan Surat Non Patron dilaksanakan oleh Unit Persuratan 

Sekretarint Daerah vaitu Sekretariat Dnernh. Asisten Setdn. dan Riro 

sebagai berikut: 

a. Unit Persuratan Setda (Biro Umum dan Perlengkapan) : 

1) Menerima surat masuk yang dialamatkan kepada Gubemur, Wakil 

Gubemur, Sekretaris Daerah dan Asisten Setda; 

2) Mengelompokan surat antara Surat Penting, Surat Biasa, dan Surat 

Rahasia; 

3) Mengarahkan surat untuk menentukan Unit Pengolah yang sesuai 

yaitu Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Biro; 

4) Mcngcntrikan data surat dalam aplikasi Surat Masuk; 

5) Mencetak barcode identitas surat pada lembar surat; 

6) Melakukan scanning Surat Masuk; dan 

7) Menyampaikan surat hasil scanning ke Unit Pengolah dengan 

aplikasi. 

b. Unit Persuratan Setda (Biro Umum dan Perlengkapan); 



1) Menerima surat masuk yang dialamatkan kepada Gubemur, Wakil 

Gubemur, Sekretaris Daerah dan Asisten Setda; 

2) Mengelompokan surat antara Surat Penting, Surat Biasadan Surat 

Rahasia; 

3) Mengarahkan surat untuk menentukan Unit Pengolah yang sesuai 

yaitu Sekretaris Daerah, Asisten Setda, Biro; 

4) Mengentrikan data surat dalam aplikasi Surat Masuk; 

5) Mencetak barcode identitas surat pada lembar surat; 

6) Melakukan scanning Surat Masuk; dan 

7) Menyampaikan surat hasil scanning ke Unit Pengolah dengan 

aplikasi. 

B. PENGURUSAN SURAT KELUAR 

1. Pengurus Surat Keluar Patron 

a. Unit pengolah biro (Masing-masing bagian/bidang/seksi) : 

1) Membuat net konsep Surat Keluar dengan fasilitas template aplikasi 

tata naskah dinas, mencetak konsep surat, dan memintakan tanda 

tangan pimpinan; 

2) Mengentri data Surat Keluar untuk mendapatkan nomor urut surat; 

3) Menyampaikan porting; dan 

4}  gal surai lercetak ke unit kearsipan. 

b. Unit Kearsipan Biro 

1. Menerima konsep Surat Keluar tercetak untuk dimintakan tanda 

tangan pimpinan: 

2. Melakukan scan Surat Keluar yang telah ditandatangani pimpinan 

dan telah dibubuhi nomor; 

3. Upload hasil scan surat keluar; 

4. Memberkaskan pertinggal surat keluar tercetak menyatu dengan 

surat masuknya; dan 

5. Mengirimkan Surat Keluar tercetak sesuai alamat yang dituju. 

2. Pengurusan Surat Non Patron 

Pengurusan Surai Keluar Non Patron belum dapat dilaksanakan dengan 

metode paperless terkait regulasi legalisasi penandatangan secara 

elektronik sehingga prosedur pengurusannya sama sebagaimana 

pengurusan Surat Keluar Non Patron tercetak. 
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III. MANUAL PENGURUSAN SURAT BERBASIS ELEKTRONIK (APLIKASI)  

A. Admin Biro Umum dan Perlengkapan 

1. Surat Masuk 

Masuk ke aplikasi : 

Klik salah satu browser yang telah terinstalasi pada desktop PC yang 

terkoneksi denganjaringan intranet ataupun internet. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambor 1.1 Tampilan awai aplikasi 
Untuk dapat melakukan transaksi/pengentrian data, pengguna (user) 
harus melakukan login sebagai administrator. Data user biasa diisi dengan 
nama atau NIP yang bersifat spesifik sedangkan password dapat berupa 
huruf, angka ataupun kombinasi dari keduanya yang spesifik dan mudah 
diingat. 
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C. FrontLine 

Dapat diakses oleh para Stakeholder dengan memasukkan nomor surat atau 

nomor agenda surat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 

TTD 

 

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


